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MOTTO 

 

Hargailah waktumu dan jangan pernah menyia-nyiakan waktumu, 

karena waktu tidak akan pernah menunggu mu, waktu akan berjalan dengan 

semestinya, ketika kita tidak menghargai waktu maka hidupmu akan sia-sia. 

 

Sesungguhnya Allah S.W.T menyayangi hambanya yang pandai 

menghargai waktu. 

 

Hidup itu harus melangkah lebih maju, jika tidak maka anda akan 

tetap berada di tempat dan anda akan ketinggalan jauh, maka modal anda 

untuk melangkah lebih jauh adalah dengan ilmu dan kerja keras. 

 

Ingat kehidupan anda di dunia ini hanya sekali, maka hargailah apa 

yang kalian miliki saat ini dan jangan kalian sia-siakan hidup kalian dengan 

sesuatu yang tidak berguna. 

 

Sesungguhnya kemenangan yang indah dalam diri manusia adalah 

dengan menundukan diri sendiri serendah rendahnya, renungkan. 
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ABSTRAK 

Tinjauan Yuridis Kejahatan Cyber Crime Dalam Tindak Pidana Pencemaran 

Nama Baik Ditinjau Dariundang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas 

Perubahan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi DanTransaksi Elektronik 

 

Oleh: M. Bahroin Akbar, 

 

Pembimbing 1: Hj. Rodliyah 

Pembimbing 2: Fahrurrozi. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya perilaku masyarakat 

modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana 

untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh sebab itu, teknologi informasi ini telah 

menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahtraan, kemajuan, dan pradaban manusia, juga sekaligus 

menjadi sarana untuk seseorang melakukan tindak kejahatan, seperti tindak pidana 

pencemaran nama baik melalui dunia maya (cybercrime), danpada penelitian ini 

penyusun menggunakan penelitian Hukum Normatif yang dimanateknik 

pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari buku-

buku, literatur, kamus-kamus hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum. 

Terkait hasil penelitian terkait bentuk-bentuk sanksi tindak pidana pencemaran 

nama baik yang sudah jelas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan Pasal 130 

KUHP, yang berupa sanksi pidana dan denda, yaitu pidana 6 (enam) tahun penjara 

dan denda sebesar 1 miliar rupiah, dan terkait bentuk alat bukti dan pembuktian 

dalam tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya yang menggunakan 

alat bukti elektronik seperti yang diuraikan dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE 

yang berupa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. Kesimpulannya bahwa, mengenai bentuk 

sanksi yang di jatuhkan beserta alat bukti yang digunakan dalamtindak pidana 

pencemaran nama baik, sudah diatur jelas di dalam ketentuan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,juga diatur 

dalam KUHP dan KUHAP sebagai acuanya. 

Kata Kunci : Cyber Crime, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi telah menjadi motor penggerak yang lahir di era 

perkembangan teknologi informasi. Fenomena cepatnya perkembangan 

teknologi informasi tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi telah 

menyebar ke seluruh dunia yang mengalami Perkembangan Teknologi 

Informasi.akan tetapi, negara berkembang juga telah mendorong 

perkembangan teknologi informasi di masyarakatnya luas, sehingga 

teknologi informasi memegang peranan penting dalam kemajuan suatu 

negara. 

Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi 

informasi atau information technology memegang peranan penting saat ini 

dan di masa yang akan datang. Masyarakat meyakini bahwa teknologi 

informasi akan membawa manfaat yang sangat besar bagi semua negara di 

dunia. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan teknologi informasi begitu 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, 

Teknologi mendorong dominasi produk teknologi informasi itu sendiri 

(seperti komputer, modem, sarana membangun jaringan internet, dan lain-

lain). Kedua,mempromosikan transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan 

dan bisnis lainnya.
1
Oleh karena itu, teknologi informasi telah berhasil 

memicu dan menstimulasi perubahan kebutuhan sosial dan ekonomi 

                                                           
1
Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hal. 1. 
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masyarakat yang sebagian besar sebelumnya telah melakukan transaksi 

atau melakukan interaksi sosial seperti biasa, namun kini hanya melalui 

media elektronik.
2
 

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi 

informasi sendiri juga telah mengubah perilaku masyarakat global dan 

peradaban manusia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah 

menjadikan dunia tidak berbatas dan telah menyebabkan terjadinya 

perubahan sosial yang besar yang terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, 

teknologi informasi saat ini dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, 

karena disamping efek positifnya (yaitu membantu meningkatkan 

kesejahteraan dan kemajuan masyarakat), juga memiliki efek negatif (yaitu 

adalah, sarana efektif untuk tindakan ilegal).
3
 

Faktanya teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang 

seiring dengan perkembangan zamanya. Dengan munculnya internet 

dalam kehidupan manusia di era modern ini, telah muncul kejahatan-

kejahatan baru pada masa perkembangan teknologi informasi. Kejahatan 

tersebut disebut juga dengan Cyber Crime, dalam penjelasanya Cyber 

Crime adalah aktivitas kejahatan dunia maya yang menggunakan jejaring 

sosial atau internet sebagai alat dan sarana untuk melakukan kejahatan. 

Pada tanggal 21 april 2008 disahkanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah 

                                                           
2
Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan 

Dan Celah Hukumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 2. 
3
Ahmad Ramli, Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia, Rafika Aditama, 

Bandung, 2004, hal. 1. 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Uundang-Undang 

ITE). Didalam undang-undang tersebut telah di ataur mengenai beberapa 

peraturan kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui 

Media Sosial (Medsos) yang sebelumnya bukanlah tindak pidana, dan kini 

diatur menjadi tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

yang melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya 

beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur 

mengenai prosedur dan alat bukti yang di kembangkan dan mengalami 

perluasan, seperti contohnya yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang 

berkaitan dengan media elektronik. 

Selanjutnya apabila terjadi kasus tindak pidana Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan dilaporkan telah melanggar ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian harus dinyatakan bahwa 

jika perbuatan melawan hukum tersebut terkait dengan Pasal 310 ayat (3), 

ada pengecualian terhadap perbuatan tersebut, yang menyatakan bahwa 

perbuatan tersebut bukanlah pencemaran nama baik atau pencemaran 

nama baik tertulis, jika perbuatan tersebut secara jelas dilakukan untuk 

kepentingan umum, atau Itu karena pembelaan diri secara paksa.Dengan 

diberlakukanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.
4
 

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Kejahatan 

CyberCrime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku cybercrime dalam Tindak 

Pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 

2. Bagaimana bentuk alat bukti dan pembuktian tindak pidana 

pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 

 

 

 

 

                                                           
4
 Fani Indriani, “Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 

27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”, JOM Fakultas Hukum, Vol 1, Nomor 1, 2016, hal. 2. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui bentuk sanksi terhadap pelaku cybercrime dalam 

tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

b. Mengetahui bentuk alat bukti dan pembuktian tindak pidana 

pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan-masukan untuk melengkapi referensi-referensi yang ada 

kaitanya dengan kejahatan cybercrime dalam tidak pidana 

pencemaran nama baik, yang berguna bagi masyarakat luas dalam 

mengetahui bentuk alat bukti dan pembuktian tindak pidana 

pencemaran nama baik serta bagaimana suatu perbuatan itu 

dikatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama 

baik melalui media sosial. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana acuan 

serta referensi untuk memberikan masukan-masukan kepada 

pemerintah, terkait permasalahan kejahatan cybercrime dalam 

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, dan kepada masyarakat. 
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c. Manfaat Secara Akademis 

Untuk memenuhi persyaratan menyelsaikan studi Strata 

Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 

Istilah pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu starf, kata 

starfyang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah starf 

ini berbeda arti dengan istilah kata recht yang berarti hukum. 

Menurut Mulyatno menjelaskan kata starf yang berarti 

“pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman 

adalah hasi atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih 

luas dari pidana, karena mencangkup juga putusan hakim dalam 

lapangan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.
5
 

Sedangkan menurut Tri Andrisman, pidana diartikan sebagai 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak 

diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi 

sarana pencegahan umum maupun khusus bagi masyarakat agar tidak 

melanggar hukum pidana.
6
 

Sedangkan yang dimaksud pemidanaan merupakan tindakan 

yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa, 

sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa 

                                                           
5
H. R. S. Effendy, Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, 

hal. 5. 
6
Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas 

Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 8.  
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“penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat 

diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang 

hukuman (berechten). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan 

pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari 

ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang 

abstrak.
7
 

Adapun beberapa pengertian pidana yang dipaparkan menurut 

para ahli hukum pidana sebagai berikut: 

Menurut Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Menurut Roeslan Saleh juga menjelaskan pidana adalah reaksi 

atas delik, dan itu penderitaan yang dengan sengaja dibebankan Negara 

pada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar delik tersebut. 

Sedangkan menurut Ted Honderich menjelaskan bahwa pidana 

adalah pemberian hukuman dari otoritas (sesuatu yang melibatkan 

perampasan hak) pada pelanggaran untuk suatu perbuatan.
8
 

Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian pidana yang 

berbeda-beda. Di antaranya, Burton M. Leiser menyebutkan bahwa 

pengertian pidana adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dalam 

                                                           
7
Dwidja Priyatno, System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2006, hal. 6. 
8
Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

2010, hal. 2. 
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posisi kekuasaan di atas orang lain yang dihakimi karena melanggar 

suatu peraturan atau hukum.
9
 

Termasuk juga Rupert Cross seperti yang dikutip Adami 

Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana 

adalah pemberian penderitaan olehnegara kepada seseorang yang telah 

dipidana karena suatu kejahatan. 

Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons yang 

dikutip oleh P.A.F Lamintang, pidana atau straf adalah suatu 

penderitaan yang oleh Undang-Undang Hukum Pidana telah dikaitkan 

dengan pelanggaran hukum terhadap suatu norma-norma yang ada.
10

 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pidana sebagai suatu 

bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh 

Nwgara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 

(sanksi) atas perbuatanya yang telah melanggar larangan hukum 

pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut 

sebagai tindak pidana (strafbaar feit).
11

 

 

                                                           
9
Liliyanti Selvia Sadipun, Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 

14 Butir (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Skripsi, Universitas 17 Agustus Surabaya, 

2014, hal. 27-28. 
10

P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, 

hal. 48. 
11

Liliyanti Selvia Sadipun, Op. Cit. hal. 28. 
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Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pemberian 

penderitaan, hukuman atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan. 

b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh badan-badan yang memiliki 

kekuasaan atau negara (orang atau lembaga negara). 

c. Pidana diberikan kepada seseorang penanggung jawab tindak 

pidana atau yang melakukan kejahatan menurut undang-undang.
12

 

 

2. Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan 

Adapun jenis-jenis pidana di dalam penjelasan Pasal 10 KUHP 

antara lain, yaitu Pidana Poko dan Pidana Tambahan; 

a. Pidana Pokok 

Pidana Pokok  terdiri dari empat macam pidana, antara lain 

yaitu: 

1) Pidana Mati 

Pada zaman dulu telah dikenal dan diberlakukanya 

hukuman mati, yaitu baik pada zaman romawi dan yunani, 

maupun jerman. Tetapi dalam hal pelaksanaan hukuman mati 

pada waktu itu sangatlah kejam, terutama pada saat zamanya 

kaisar romawi, memang cukup terkenal sejarah di mana zaman 

                                                           
12

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 4. 
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yang pada saat itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang 

kristenyang dianggapnya melakukan suatu pelanggaran dengan 

cara membakar sampai mati orang yang telah diikatnya pada 

suatu tiang.
13

 

Adapun alasan-alasan orang yang menentang adanya 

hukuman mati sebagai berikut: 

a) Apabila pidana mati itu dijatuhkan atau dilaksanakan, maka 

tidak ada cara lain lagi untuk diperbaiki meskipun di dalam 

keputusanya ternyata keputusan tersebut terdapat 

kekeliruan.. 

b) Pidana mati tersebut sangat bertentangan sekali dengan asas 

pri kemanusiaan. 

c) Dengan memberikan pidana mati akan menutup usaha 

dalam memperbaiki perilaku terpidana. 

d) Apabila pidana mati ini dilakukan berusaha untuk menakuti 

orang yang akan melakukan tindka pidana, pandangan 

tersebut sangatlah keliru, karena eksekusi pidana mati tidak 

dilakukan di muka umum. 

e) Dalam penjatuhan pidana mati, biasanya mendapatkan belas 

kasih dari masyarakat yang demikian ditentang dan 

mendapatkan protes bagi pelaksanaanya. 

                                                           
13

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 118. 
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f) Kepala negara atau presiden pada umumnya cenderung 

merubah pidana mati menjadi pidana terbatas ataupun 

pidana seumur hidup.
14

 

Selain alasan menolak pidana mati, adapaun alasan 

orang-orang mendukung adanya pidana mati, antara lain: 

a) Pidana mati dijamin bahwa terpidana tidak bisa berkutik 

lagi, dan terpidana mati tidak akan mengganggu lingkungan 

masyarakat lgi. 

b) Pidana mati ini adalah alat untuk merepresi yang kuat 

menurut pemerintah. 

c) Dengan ini membuat kepentingan masyarakat menjadi 

terjamin, sehingga ketentraman maupun ketertiban hukum 

bisa dilindungi. 

d) Dengan dilakukannya eksekusi di muka umum dapat 

menimbulkan efek jera dan rasa takut yang sangat besar 

untuk melakukan perbuatan jahat.
15

 

2) Pidana Penjara 

Menurut P.A.F. Lamintang menjelaskan pidana penjara 

merupakan suatu pemidanaan yang berupa membatasi 

kebebasan bergerak seorang terpidana, melakukanya dengan 

cara menutup atau mengurung terpidana tersebut dalam suatu 

                                                           
14

Ibid, hal. 118. 
15

Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 25. 
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lembaga permasyarakatan, dengan berkewajiban menaati 

semua aturan dan tata tertib yang ada dalam lembaga 

permasyarakatan tersebut, yang mengkaitkan dengan suatu 

tindakan tata tertib untuk mereka yang telah melakukan 

pelanggaran aturan tersebut.
16

 

Adapun berbagai sistem-sistem penjara yang di mana 

dikenal dengan berbagai banyak pariasi, antara lain: 

a) Sistem Pennsylvania 

Sistem pennsylvania juga biasa disebut dengan 

sistem sel. Sel adalah kamar kecil untuk seseorang yang 

dibatasi hanya untuk satu orang saja, karena orang-orang di 

penjara ditempatkan di dalam sel yang berbeda dengan yang 

lain untuk menghindari pengaruh buruk dari orang sekitar, 

dan hal-hal yang lainya. 

b) Sistem Auburn 

Sistem Auburnatau yang biasa dikenal silent system 

ini adalah dimana seorang narapidana menjalani hukuman 

dalam sel mereka masing-masing hanya pada saat malam 

saja, pada waktu siang hari narapidana diperbolehkan 

bersama dengan terpidana lain akan tetapi meraka dibatasi 

untuk berbicara satu sama lain. 

 

                                                           
16

Dwidja Priyanto, Loc. Cit, 2009, hal. 71. 
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c) Sistem Progresif 

Peralihan dalam pembebasan terpidana dilakukan 

dengan cara berangsur atau berkala, sehingga dirasakan 

peralihan tersebut oleh terpidana. Hal tersebut 

ditunjukanuntuk narapidana agar betul-betul sudah siap 

apabila dikembalikan ke tengah lingkungan masyarakat.
17

 

3) Pidana Kurungan 

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, 

perbedaannya hanya terdapat di sifat penghukuman pidana 

kurungan lebih ringan beserta ancaman hukumanya juga lebih 

sedikit dari pada pidana penjara. Di dalam Pasal 18 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan lamanya 

hukuman minimal satu hari dan tidak melebihi dari 1 tahun 4 

bulan.
18

 

4) Pidana Denda 

Terdapat sesuatu yang menarik di dalam pidana ini,ialah 

di manapenetapanbanyaknya denda dilakukan berdasarkan 

ktegorinya dan pembayaran bisa diangsur. Sesuai dengan 

KUHP, yang dimaksud pokok-pokok dalam pidana denda 

adalah: 

                                                           
17

M. Ali Zaidan, Kebijakan Criminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 229. 
18

Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 189. 
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a) Apabila tidak ada minimum khususnya maka pidana denda 

bisa ditetapkan paling sedikit Rp 1.500 (seribu limaratus 

rupiah). 

b) Jumlah penetapan pidana denda yang paling banyak 

biasanya berdasarkan kategori, antara lain: 

(1) Kategori Satu, Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah). 

(2) Kategori Dua, Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah).
19

 

(3) Kategori Tiga, Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

(4) Kategori Empat, Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus 

ribu rupiah). 

(5) Kategori Lima, Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta 

rupiah).. 

(6) Kategori Enam, Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

c) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah 

kategori lebih tinggi berikutnya. 

d) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan: 

(1) Pidana penjara paling lama 7 Tahun sampai dengan 15 

Tahun adalah denda kategori V. 

                                                           
19

 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 20. 
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(2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling lama 20 Tahun adalah denda kategori VI. 

(3) Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.
20

 

5) Pidana Tutupan 

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan 

hanya dapat dijatuhkan apabila: 

a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan 

perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. 

b) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong 

oleh maksud yang patut dihormati.
21

 

Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika cara 

melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa 

sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.
22

 

b. Pidana Tambahan 

Dalam pidana tambahan terdiri dari 3 macam pidana, antara 

lain: 

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu 

Hak hak yang dapat dicabut tersebut tercantum dalam 

Pasal 35 ayat (1) yaitu: 

                                                           
20

Ibid, hal. 20. 
21

Ibid, hal. 18. 
22

Ibid, hal 18. 
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a) Hak menjabat, dimana segala jabatan-jabatan tertentu akan 

dicabut (pemberhentian dari jabatan, berdasarkan putusan 

hakim itu dilakukan oleh atasan yang bersangkutan). 

b) Hak masuk angkatan bersenjata (A.B) 

c) Hak pilih (aktif dan pasif) 

d) Hak jadi penasehat, wali, wali pengawas, kurator anaknya. 

e) Hak kuasa bapak, wali atas anak (poin d dan e ini tidak 

dapat dilakukan atas orang yang berlaku B.W, Pasal 35 ayat 

(2) 

f) Hak melakukan pekerjaan tertentu.
23

 

2) Perampasan Barang-barang Tertentu 

Di antara pidana tambahan, yang berupa perampasan 

barang-barang tertentu ini yang terbanyak dijatuhkan. Pasal 39 

menentukan dalam hal apa pidana perampasan barang-barang 

tentetu dapat dijatuhkan, ayat (1) barang kepunyaan terpidana 

antara lain: 

a) Yang diperoleh dengan kejahatan. 

b) Yang sengaja di pakai untuk melakukan kejahatan. 

ayat (2), jika dijatuhkan pidana lantaran kejahatan tidak 

sengaja atau pelanggaran hanya dapat dijatuhkan pidana apabila 

                                                           
23

Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016, hal. 303. 
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merampas barang-barang tertentu, kalau ditentukan dalam 

pasal-pasal yang bersangkutan.
24

 

3) Pengumuman Putusan Hakim 

Pengumuman putusan hakim yang dimaksud adalah 

publikasi ekstra dari putusan hakim, hakim bebas menentukan 

di mana atau bagaimana publikasi itu harus dijalankan, 

biayanya dibebankan kepada narapidana, maksud dari pidana 

ini adalah di samping mencegah orang lain berbuat jahat, 

pidana ini juga membuat masyarakat umum supaya berhati-

hati. Tidak setiap putusan dapat dipublikasikan ekstra ini, tetapi 

hanya tegas disebutkan dalam undang-undang.
25

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda yaitu “Strafbaar 

feit” atau ”Delict”. Dalam Bahasa Indonesia sebagaimana 

diterjemahkan dari kata strafbaarfeit atau delict terdapat beberapa 

istilah seperti: (Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, Peristiwa Pidana, 

Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, dan Perbuatan 

yang dapat dihukum).
26
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Ibid, hal. 303. 
25

Ibid, hal. 305. 
26

Ishaq Dan Effendi, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 

136 



19 

 

 

 

Diantara berbagai istilah-istilah di atas, menurut Prof. Sudarto 

bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam penggunaan 

istilah tindak pidana, dan beliau lebih setuju memakai istilah tindak 

pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 

Pendapat Prof. Sudarto diikuti pleh Teguh Prasetyo karena pembentuk 

undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana 

sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang 

dipahami oleh masyarakat.
27

 

Adapun beberapa pendapat para sarjana dan pendapat para ahli 

mengenai tindak pidana ini, yaitu Menurut Wirjono Prodjodikoro, 

bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana. 

Menurut Muljatno, beliau berpendapat bahwa perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana 

larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) bagi siapa yang 

melanggar peraturan tersebut yang berupa pidana tertentu. 

Sedangkan menurut R. Tresna beliau mengemukakan bahwa 

peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-

praturan lainya, terhadap perbuatan yang di mana akan diadakan 

tindakan penghukuman.
28
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Teguh Prasetyo, Loc. Cit, hal. 49. 
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Sedangkan pengertian tindak pidana menurut simons adalah 

suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 

undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan 

kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dan adapun 

menurut Moeljanto tentang tindak pidana, beliau menyatakan bahwa 

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
29

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Apabila dilihat dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa suatu tindakan atau peristiwa dapat dikatakan 

sebagai suatu perbuatan tindak pidana jika perbuatan tersebut 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Harus ada suatu perbuatan manusia. 

b. Perbuatan tersebut melanggar hukum. 

c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang. 

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 

e. Perbuatan tersebut harus terjadi karena kesalahan dari orang 

tersebut.
30

 

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan menjadi dua jenis 

unsur tindak pidana, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. 

                                                           
29

Erdianto Efdendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 97. 
30

 Ishaq Dan Efendi, Op.Cit, hal. 137. 
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a. Unsur Subyektif 

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si 

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subyektif dari 

suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 

1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau cupla) 

2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 

seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

pemalsuan, dan lain-lain. 

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 

340 KUHP. 

5) Perasaan takut, seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

b. Unsur Obyektif 

Unsur Obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan, yaitu di dalam keadaan yang di mana tindakan dari si 

pelaku itu dilakukan. Unsur Obyektif dari suatu tindak pidana 

adalah sebagai berikut: 

1) Sifat melanggar hukum. 
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2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang 

pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 

KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 

suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 

KUHP.  

3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
31

 

4) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 

berbuat. 

5) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana 

materil. 

6) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam 

oleh undang-undang.
32

 

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu sebagai 

berikut: 

1) Perbuatan. 

2) Yang dilarang oleh aturan hukum. 

3) Ancaman pidana bagi yang melanggar aturan. 

Sedangkan menurut R Tresna, tindak pidana terdiri dari 

unsur-unsur sebagai berikut: 
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 Lamintang Dan Franciscus Teojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2014, hal. 192. 
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1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan. 

2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

3) Diadakanya tindakan penghukuman.
33

 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau 

tindak pidana yang dibedakan secara kualitatif, yaitu kejahatan dan 

pelanggaran. 

a. Kejahatan dan Pelanggaran 

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam 

pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Sekalipun 

tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan 

tersebut benar-benar dirasakan merugikan masyarakat dan 

bertentangan dengan keadilan. 

Sedangkan Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh 

masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-

undang merumuskanya sebagai delik. Perbuatan ini dianggap 

sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena diatur dalam 

undang-undang yang mengamcam dengan tindak pidana.
34
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Tindak pidana juga dibedakan atas dua tindak pidana yaitu 

tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. 

a. Tindak Pidana Formil dan Materiil 

Tindak Pidana Formil adalah perbuatan pidana yang 

perumusanya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan 

akibat. 

Sedangkan Pidana Materil adalah perbuatan pidana yang 

perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu 

tindak pidana tersebut baru dianggap telah terjadi atau dianggap 

telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi.
35

 

Tindak pidana juga didasari atas tindak pidana yang 

berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung 

terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus 

memiliki ciri-ciri bahwa perbuatan yang dilarang itu berlangsung terus 

menerus, misalnya delik merampas kemerdekaan atau hak orang lain. 

Sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung 

terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri-ciri bahwa 

keadaan yang terlarang tersebut tidak berlangsung terus menerus, 

misalnya pencurian dan pembunuhan.
36

 

jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik biasa dan delik 

kualifikasi, yaitu: 
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a. Delik Biasa dan Delik Kualifikasi 

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling 

sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan, sedangkan 

Delik Kualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang 

ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman 

pidananya menjadi diperberat.
37

 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Cybercrime 

1. Pengertian Cyber Crime 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan 

Kejahatan siber (cybercrime) adalah tiindak pidana yang bersangkut 

paut dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun 

internet. 

Adapun beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian 

cybercrime atau kejahatan dunia maya. Diataranya, Prof. Widodo 

menjelaskan bahwa cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, 

sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer 

sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer 

sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-

bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
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undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun 

melawan hukum secara formal.
38

 

Dan juga menurut Organization of European Community 

Development (OECD) mendefinisikan kejahatan komputer  sebagai 

berikut: ”setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan 

dengan pemrosesan authomathic atau transmisi data”.
39

 Dari definisi 

tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kejahatan komputer ini termasuk 

dalam segala perilaku akses ilegal atau akses secara tidak sah yang 

berkaitan dengan suatu transmisi data. Sehingga, segala sesuatu atau 

aktivitas yang tidak sah dalam suatu system komputer merupakan 

suatu kejahatan. 

Adapun menurut Andi Hamzah, bahwa “kejahatan di bidang 

komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer 

secara illegal”.
40

 Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa beliau 

memperluas pengertian kejahatan komputer , yaitu segala aktivitas 

illegal atau tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk melakukan 

tindak pidana dan merupakan suatu kejahatan. 

Sedangkan menurut Wahid dan Labib, cybercrime adalah 

segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal 
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atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan 

kemudahan teknologi digital.
41

 

Dengan demikian,dari kesimpulan penjelasan diatas dapat 

dipahami bahwa pengertian cybercrime adalah setiap aktivitas 

seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan 

komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut 

adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun 

melawan hukum secara formil. Dalam konteks buku ini, pengertian 

kejahatan“cybercrime” tindak pidana yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia (sudah dikriminalisasi oleh 

legislator dalam peraturan perundang-undangan).
42

 

 

2. Karakteristik Cyber Crime 

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, cybercrime 

memiliki beberapa karakteristik yaitu:
43

 

a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis 

tersebut terjadi dalam ruang, wilayah siber, cyber (cyberspace), 

sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang 

berlaku terhadapnya. 
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b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan 

apapun yang terhubung dengan internet. 

c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun 

immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, 

kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan 

dengan kejahatan konvensional. 

d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet 

beserta aplikasinya. 

e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau biasa 

diartikan melintasi batas negara.
44

 

 

3. Bentuk-Bentuk Cyber Crime 

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang 

berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang 

berbasis utama yaitu komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam 

beberapa literatur dan praktiknya dikelompokan dalam beberapa 

bentuk, antara lain yaitu :
45

 

a. Unauthorized Acces To Computer System And Service 

Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan 

dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan 

komputer secara diam-diam (tidak sah), tanpa izin dan 
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sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang 

dimasukinya. 

b. Illegal contents 

Merupakan suatu kejahatan yang memasukan data atau 

informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak 

etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu 

ketertiban umum. 

c. Data Forgery 

Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada 

dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan 

sebagai scriptless document. 

d. Cyber Espionage 

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet 

untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan 

membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (computer 

network system) orang lain. 

e. Cyber Sabotage And Extortion 

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, 

perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program 

komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan 

internet. 
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f. Offense Against Intellectual Property 

Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan 

intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya 

adalah peniru tampilan pada web page suatu situs  milik orang lain 

secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata 

merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya. 

g. Infrengments Of Privacy 

Kejahatan ini ditunjukan terhadap informasi seseorang yang 

merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya 

menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi 

yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh 

orang lain akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau 

korbanya secara materil maupun inmateril, seperti contohnya 

nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data pribadi penyakit cacat 

yang disembunyikan dan sebagainya.
46

 

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan cyber diatas, 

maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, yaitu bentuk-bentuk 

aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokan dalam dua golongan, 

yang pertama penipuan data, dan yang kedua penipuan program. 

Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukan kedalam sistem 
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jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya di entry 

diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi.
47

 

 

D. Tinjauan Umum TentangPencemaran Nama Baik 

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik 

Pencemaran nama baik disebut juga dengan istilah penghinaan 

merupakan tindakan pencemaran nama baik seseorang dengan cara 

menyatakan sesuatu baik melalui lisan maupun tulisan.
48

 Sedangkan 

nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang 

perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik 

seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral 

atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan 

berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu 

tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks 

perbuatanya.
49

Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan 

penting didalamnya, yakni: 

a. Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang 

bersifat subyektif. 

b. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. 
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c. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan 

menuduh suatu hal.
50

 

Berdasarkan pada keterangan tersebut beberapa hal catatan 

penting terkait dengan perihal delik dalam pencemaran nama baik 

merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian 

terhadap pencemaran sangatbergantung pada pihak yang diserang 

nama baiknya, oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan 

delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika 

ada pengaduan dari korban yang merasa haknya atau nama baiknya 

tercemar. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, artinya 

substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau 

dilakukan dimuka umum oleh pelaku. Orang yang melakukan 

pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap 

menyerang nama baik dari seseorang maupun umum atau pihak lain 

harus diberikan kesempatan untuk membuktikan tudunya tersebut.
51

 

Dalam Undang-Undang ITE telah diatur delik tentang 

pencemaran nama baik atau penghinaan melalui internet diatur dalam 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

Yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen 
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Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 

nama baik. 

Adapun menurut teori menjelaskan terkait pencemaran nama 

baik, seperti menurut Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran 

nama baik adalah sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama 

baik seseorang (aanranding of geode naam).
52

 Adapun salah satu 

bentuk pencemaran nama baik adalah “Pencemaran nama baik secara 

tertulis dan dilakukan dengan menuduh suatu hal”.
53

 

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran 

nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. 

Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik 

dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Penghinaan Formil dan Penghinaan Materiil 

Dalam hal ini penghinaan formil tidak dikemukakan apa isi 

dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang 

bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan 

faktor penentu, pada umumnya cara menyatakan adalah dengan 

cara-cara kasar dan tidak objektif, kemungkinan untuk 

membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat 

dikatakan bahwa kemungkinan tersebut tidak ada atau ditutup. 

Sedangkan dalam penghinaan materiil yaitu penghinaan yang 

terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif 
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dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang 

menjadi faktor penentu adalah isi dari pernyataan baik yang 

digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan 

untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi 

kepentingan umum.
54

 

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, 

melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu 

dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor penentu. 

Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar 

dan tidak objektif, kemungkinan untuk membuktikan kebenaran 

dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan 

tersebut tidak ada atau ditutup.
55

 

 

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik 

Apabila tindak pidana ITE dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 

45 ayat (1) ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan seperti 

di bawah ini : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
56

 

Apabila hendak dirincikan, terdiri dari unsur-unsur sebagai 

berikut : 

Unsur subjektif: 

a. Kesalahan: 

1) Setiap orang 

2) Dengan sengaja 

Unsur-unsur objektif: 

b. Melawan Hukum: 

1) Tanpa hak 

c. Perbuatan: 

1) Mendistribusikan; dan/atau 

2) Mentransmisikan; dan/atau 

3) Membuat dapat diaksesnya; 

d. Objek: 

1) Informasi Elektronik; dan/atau 

2) Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik.
57

 

Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil tindak 

pidana yang bersangkutan. Unsur-unsur tersebut sama dengan unsur 

pada ayat (1) maupun ayat (2), kecuali unsur mengenai keadaan yang 
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menyertai objek tindak pidana, maka yang akan dibicarakan lebih jauh 

ialah unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 

nama baik”. 

Unsur sifat melawan hukum,akan dibicarakan dalam 

hubungannya dengan alasan peniadaan sifat melawan hukumnya 

perbuatan pada pencemaran dalam Pasal 310 KUHP. 

Pasal 310 KUHP menyatakan: 

a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 

seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya 

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 

pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 

disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, 

maka diancam karena pencemaran nama tertulis dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 

perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 

terpaksa membela diri.
58

 

 

Pengertian pencemaran lisan dalam Ayat 1, jika dirincikan terdiri 

dari unsur-unsur sebagai berikut : 

Unsur objektif 

a. Perbuatannya : menyerang. 

b. Objeknya : 

1) Kehormatan orang 

2) Nama baik orang 

c. Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu. 

Unsur subyektif 
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d. Kesalahan : 

1) Sengaja 

2) Maksudnya terang supaya diketahui umum 

Keterangan di atas yang bertulisan garis miring adalah unsur-unsur 

formal yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi tindak pidana 

pencemaran.
59
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian 

perpustakaan yang mengkaji studi dokumen atau data sekunder, penelitian 

hukum normatif juga disebut penelitian doktriner.
60

 

 

B. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Perundang-Udangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan adalah melakukan penelitian 

melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan ini digunakan 

untuk menganalisis materi atau permasalahan yang berkaitan dengan 

“Kejahatan Cybercrime dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama 

Baik”, yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum tersebut atau yang 

sedang ditangani. 

 

 

                                                           
60

 Suratman Dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta,Bandung, 2015, 

hal. 51 



39 

 

 

 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak 

dari pandangan-pandanganmdan doktrin-doktrin yang berkembang 

didalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran 

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu 

hukum yang dihadapi. 

 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat, 

terdiri dari: 

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada 
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sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih 

mendalam, yang terdiri atas: 

a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan 

sebagai bahan hukum primer. 

b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik 

penulisan. 

c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan. 

d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penulis. 

e. Artikel atau tulisan para ahli. 

f. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan 

pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang 

dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya. 

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, studi 

kepustakaan yaitu bersumber dari buku-buku, literatur, kamus-kamus 

hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum. 
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E. Analisis Bahan Hukum 

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan cara menggunakan 

bahan hukum dan studi kepustakaan tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan beberapa kesimpulan dari bahan hukum dan studi 

kepustakana.Kualitatif adalah bahan hukum yang digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 

 


